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ABSTRAK: Praktik nikah siri masih banyak terjadi di masyarakat pedesaan dan menimbulkan
berbagai permasalahan hukum, terutama terkait perlindungan perempuan dan anak. Rendahnya
pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan menjadi faktor utama yang
mendorong praktik tersebut. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat tentang dampak nikah siri. Metode yang digunakan adalah pendekatan
partisipatif melalui sosialisasi, diskusi interaktif, serta evaluasi pemahaman menggunakan pre-fest
dan post-test di Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Hasil
kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya
pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Selain itu,
peserta mulai memahami konsekuensi hukum yang dapat timbul dari praktik nikah siri. Kegiatan ini
berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat serta membuka peluang
pelaksanaan edukasi hukum berkelanjutan di tingkat desa.

Kata Kunci: Edukasi, Nikah Siri, Perempuan dan Anak, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT: The practice of unregistered marriage (marital unregistered marriage) remains
widespread in rural communities and raises various legal issues, particularly those related to the
protection of women and children. Low public understanding of the importance of marriage
registration is a major factor driving this practice. This community service activity aims to increase
public legal awareness about the impacts of unregistered marriage. The method used was a
participatory approach through outreach, interactive discussions, and assessment of understanding
using pre- and post-tests in Soket Dajah Village, Tragah District, Bangkalan Regency, Madura. The
results of the activity indicate an increase in public understanding of the importance of marriage
registration as a form of legal protection for women and children. Furthermore, participants began
to understand the legal consequences that can arise from the practice of unregistered marriage.
This activity contributed to raising public legal awareness and opened up opportunities for ongoing
legal education at the village level.
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PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang sakral dalam ajaran Islam sekaligus
memiliki dimensi hukum dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks hukum Islam,
suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang
ditentukan, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul (Fortuna et
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al.,2026). Namun, dalam sistem hukum positif di Indonesia, keabsahan perkawinan
tidak hanya ditentukan oleh aspek agama, tetapi juga harus dicatatkan secara resmi
oleh negara guna memperoleh pengakuan hukum yang sah. Pencatatan perkawinan
ini menjadi penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak,
khususnya perempuan dan anak (Briantoyo et al., 2026).

Fenomena nikah siri masih banyak terjadi di masyarakat, khususnya di
wilayah pedesaan. Praktik ini umumnya dilakukan dengan alasan tertentu, seperti
faktor ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, serta pengaruh budaya dan tradisi
yang masih kuat. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa selama perkawinan
telah sah secara agama, maka tidak diperlukan pencatatan secara administratif.
Pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman keagamaan
dan kesadaran hukum masyarakat (Rismah et al., 2026).

Padahal, nikah siri memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama
terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak. Perempuan yang terlibat dalam
nikah siri sering kali tidak mendapatkan hak-haknya secara hukum, seperti hak
nafkah, hak atas harta bersama, serta perlindungan ketika terjadi perceraian atau
kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan yang
tidak tercatat juga berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh akta
kelahiran, pengakuan nasab, serta hak waris (Pratiwi ef al., 2026). Kondisi ini
menunjukkan bahwa praktik nikah siri dapat menimbulkan ketidakpastian hukum
dan kerentanan sosial.

Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan terhadap keturunan (hifz
al-nasl) dan harta (hifz al-mal) merupakan tujuan utama dari syariat Islam. Oleh
karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk
mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya mudarat bagi perempuan dan
anak. Dengan demikian, praktik nikah siri yang tidak memberikan kepastian hukum
bertentangan dengan semangat perlindungan dalam Islam itu sendiri (Diana et al.,
2025).

Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah,
Kabupaten Bangkalan, Madura. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara
singkat dengan beberapa tokoh masyarakat, masih ditemukan masyarakat yang
melakukan perkawinan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).
Sebagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang sah secara agama sudah
cukup tanpa harus dicatatkan secara administratif (Hamzah, 2018). Selain itu,
rendahnya literasi hukum dan terbatasnya akses informasi juga menjadi faktor yang
mempengaruhi praktik tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya edukasi
hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya
pencatatan perkawinan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini difokuskan pada edukasi dampak nikah siri terhadap perlindungan
hukum perempuan dan anak. Melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, kegiatan
ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi
hukum nikah siri serta pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk
perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Selain itu, kegiatan ini diharapkan
dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya administrasi
perkawinan dalam kehidupan keluarga.
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METODE

Metode pelaksanaan kegiatan dalam program “Edukasi Dampak Nikah Siri
terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak di Masyarakat Pedesaan”
menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang melibatkan masyarakat
secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar materi yang
disampaikan tidak hanya dipahami secara teoretis, tetapi juga dapat diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari (Lestari & Santoso, 2025). Metode ini juga mendorong
terjadinya komunikasi dua arah antara tim pelaksana dan masyarakat sehingga
proses pembelajaran berlangsung lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan
peserta. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, terjadi peningkatan kesadaran
hukum serta perubahan sikap dalam menyikapi praktik nikah siri.

Adapun tahapan metode pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut: 1)
koordinasi dengan aparat desa dan tokoh masyarakat di Desa Soket Dajah,
Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan; 2) identifikasi permasalahan melalui
observasi awal dan wawancara singkat terkait praktik nikah siri; 3) penyusunan
materi edukasi; dan 4) penyiapan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test
sebagai alat ukur perubahan pemahaman masyarakat.

HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan edukasi mengenai dampak nikah siri terhadap perlindungan
hukum perempuan dan anak dilaksanakan di Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah,
Kabupaten Bangkalan, Madura pada tanggal 8-10 Februari 2026. Kegiatan ini
diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari ibu rumah tangga, remaja putri, tokoh
masyarakat, dan tokoh agama. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi
hukum, diskusi interaktif, serta pemberian studi kasus yang disesuaikan dengan
kondisi sosial masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil observasi awal (pre-test dan wawancara singkat),
diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa
nikah siri merupakan praktik yang sah selama memenuhi ketentuan agama, tanpa
mempertimbangkan aspek legalitas dalam hukum negara. Pandangan ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman keagamaan dan kesadaran
hukum masyarakat. Setelah dilakukan kegiatan edukasi, terjadi peningkatan
pemahaman yang signifikan, dimana peserta mulai menyadari pentingnya
pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan
anak (Syahputra et al., 2024).

Dalam proses diskusi, peserta menunjukkan respon yang aktif, terutama
ketika diberikan contoh kasus terkait perempuan yang tidak mendapatkan hak
nafkah dan anak yang kesulitan memperoleh akta kelahiran akibat pernikahan yang
tidak tercatat. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa nikah siri berpotensi
menimbulkan kerugian, khususnya bagi pihak yang rentan. Sejalan dengan itu,
perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak menjadi aspek yang sangat
penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia (Yuliarti et al., 2024).
Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar peserta masih menganggap bahwa
nikah siri sudah cukup sah secara agama tanpa perlu dicatatkan secara resmi. Untuk
mengukur tingkat pemahaman masyarakat, dilakukan pre-fest dan post-test dengan
hasil yang dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Tingkat Pemahaman Masyarakat Sebelum dan Sesudah Edukasi (n=30).

No. Indikator Pemahaman Sebelum (%)  Sesudah (%)
1 Mengetahui definisi nikah siri 45% 90%
2 Memahami pentingnya pencatatan nikah 40% 88%
3 Mengetahui dampak hukum bagi perempuan 35% 85%
4 Mengetahui dampak hukum bagi anak 30% 87%
5 Kesadaran pentingnya perlindungan hukum 38% 92%

Berdasarkan Tabel 1, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam
pemahaman masyarakat setelah kegiatan edukasi. Hal ini menunjukkan bahwa
metode sosialisasi yang dilakukan efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat, khususnya terkait dampak nikah siri terhadap perempuan dan anak.
Dalam sesi diskusi, peserta merespon materi yang diberikan, terutama ketika
dibahas mengenai kasus nyata perempuan yang tidak memperoleh hak nafkah, serta
anak yang mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran akibat
pernikahan yang tidak tercatat. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa nikah siri
berpotensi merugikan pihak yang rentan (Febriansah et al., 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan yang memenuhi rukun dan
syarat memang sah secara agama. Namun demikian, dalam konteks hukum positif
di Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang
memiliki implikasi hukum penting. Hal ini sejalan dengan konsep magqashid
syariah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan harta (hifz al-mal).
(Guspidawati & Akbarizan, 2026). Selain itu, ditemukan bahwa faktor utama
penyebab praktik nikah siri di Desa Soket Dajah meliputi rendahnya literasi hukum,
faktor ekonomi, serta pengaruh budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya
edukasi hukum yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Untuk memperjelas temuan tersebut, berikut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Faktor Penyebab Praktik Nikah Siri di Masyarakat.

No. Faktor Penyebab Persentase
1 Rendahnya literasi hukum 35%
2 Ffaktor ekonomi 25%
3 Pengaruh budaya/tradisi 30%
4 Prosedur dianggap rumit 10%

Tabel 2 menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi faktor
dominan penyebab praktik nikah siri di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan
bahwa sebagian masyarakat belum memahami fungsi pencatatan perkawinan
sebagai bentuk perlindungan hukum, melainkan hanya dipandang sebagai
kebutuhan administratif semata. Rendahnya pemahaman tersebut menyebabkan
masyarakat lebih mempertimbangkan keabsahan agama dibandingkan aspek
perlindungan hukum jangka panjang. Pengaruh budaya dan tradisi juga cukup kuat
dalam membentuk pandangan masyarakat mengenai nikah siri. Sebagian
masyarakat masih menganggap bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan
kebutuhan utama selama perkawinan telah dianggap sah secara agama. Faktor ini
menunjukkan bahwa praktik nikah siri tidak hanya berkaitan dengan persoalan
hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya masyarakat
setempat.
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Secara keseluruhan, kegiatan edukasi ini memberikan kontribusi dalam
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan
perkawinan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Meskipun kegiatan
ini belum dapat mengukur perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang,
hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum
peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi.

SIMPULAN

Kegiatan edukasi mengenai dampak nikah siri di Desa Soket Dajah
menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum masyarakat menjadi faktor
utama masih terjadinya praktik pernikahan tidak tercatat. Melalui sosialisasi dan
pendekatan partisipatif, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi
perempuan dan anak. Oleh karena itu, edukasi hukum yang berkelanjutan sangat
diperlukan untuk menekan praktik nikah siri dan mewujudkan perlindungan yang
lebih optimal di masyarakat pedesaan.

SARAN

Kegiatan edukasi mengenai dampak nikah siri perlu dilakukan secara
berkelanjutan melalui kerja sama antara pemerintah desa, KUA, tokoh agama, dan
lembaga pendidikan agar kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Selain
itu, diperlukan pendampingan administrasi pencatatan perkawinan bagi masyarakat
yang mengalami kendala ekonomi maupun kurang memahami prosedur hukum.
Adapun hambatan dalam kegiatan ini meliputi rendahnya literasi hukum
masyarakat, kuatnya pengaruh budaya lokal, serta anggapan bahwa nikah siri sudah
cukup sah secara agama, sehingga sebagian masyarakat masih kurang terbuka
terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.
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